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Direktur Keuangan dan Administrasi
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Direktur Operasi dan Pengembangan

Usaha

I KETUT WIRIANA
Direktur Utama

DEWAN DIREKSI

EMAN PRIJONO WASITO ADI
Komisaris

DEWAN KOMISARIS

DEKIARASI KOMITMEN OEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Direksi dan Dewan Komisaris memiliki komitmen yang tinggi terhadap penerapan Good
Corporate Governance dalam menjalankan kegiatan Perusahaan. Direksi dan Dewan

Komisaris berkomitmen menjadikan,

1.Buku pedoman GCG

2.Board Manual (Direksi dan Komisaris)

3.Piagam Direksi

4.Piagam Dewan Komisaris

Sebagai bentuk komitmen dalam penerapan Good Corporate Governance sehingga dapat

menjadi panduan kerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris secara terstruktur, sistematis,

mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten agar tercipta tatanan pengelolaan

Perusahaan yang berasaskan Good Corporate Governance.

Jakarta, 23 Desember 2020
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